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BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau melaksanakan kegiatan

kehumasan salah satunya perencanaan untuk terwujudnya keterbukan Informasi

Publik sebagaimana visi misi Dinas dan pemerintah Provinsi Riau. Sehingga

tersedia akses informasi publik, jaringan komunikasi dan informatika hingga ke

perdesaan, penyelenggaraan pemerintah yang baik (good governance), SDM

aparatur dan masyarakat Riau yang dapat memanfaatkan teknologi informasi

secara optimal.

Perencanaan dibuat berdasarkan riset yang dilakukan oleh humas dan

anggota lainnya dengan serangkaian diskusi secara mendalam dengan berbagai

pihak. Setelah menemukan masalah yang terjadi, dibuatlah program-program

pemecahan masalah, menetapkan wilayah sasaran, penjadwalan, anggaran,

pertanggung jawaban, hingga terlaksana tujuan keterbukaan informasi publik.

Proses perencanaan telah dilaksanakan dengan baik oleh Dinas

Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau. Akan tetapi pelaksanaan kegiatannya

perlu ditingkatkan, sebab masih belum menjangkau seluruh daerah di Provinsi

Riau, dan anggaran yang diperkirakan masih banyak tersisa.

Jika perencanaan keterbukaan informasi publik terlaksana merata di

Provinsi Riau, maka dapat mewujudkan pemerintahan yang terbuka, bertanggung
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jawab, serta mengoptimalkan pengawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan

negara dan badan publik lainnya.

B. Saran

Sebagai langkah terakhir dari proses penelitian ini, maka penulis mencoba

memberikan saran maupun masukan berkaitan dengan masalah yang penulis

angkat. Saran tersebut antara lain:

1. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau agar lebih

mengoptimalkan anggaran yang ada untuk meningkatkan sarana dan

prasarana mengakses informasi.

2. Bekerja sama dengan aparat pemerintah, perguruan tinggi, sekolah, tokoh

masyarakat, dan masyarakat umum untuk meningkatkan pengetahuan,

wawasan dan praktek keterbukaan informasi publik di setiap lapisan

masyarakat untuk mewujudkan good governance.


